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DPRD Mulai
dari Internalnya

SIGI- Pembahasan rancangan
APBD Sigi tahun 2012 di tingkat
komisi terus dipacu. Rencananya,
pekan ini, tiga komisi di DPRD
Sigi akan melaporkan hasil
pembahasannya kepada unsur
pimpinan DPRD Sigi. Pem-
bahasan anggaran di tingkat
komisi dimulakan sejak awal No-
vember lalu.

Ketua DPRD Sigi, Drs H Budi
Luhur Larengi yang dihubungi Ra-
dar Sulteng Senin kemarin (14/11)
menyatakan, tiga komisi masih
menyisakan beberapa dokumen
anggaran SKPD untuk dibahas.
Sebab, terjadi rasionalisasi anggaran
yang ketat dilakukan oleh
lembaganya pada pembahasan di
tingkat komisi.

Yang terutama dirasionalisasi
adalah anggaran perjalanan dinas
luar daerah yang diusulkan oleh

Budi Luhur Larengi

hampir semua SKPD. Rata-rata kata
Budi, usulan yang diajukan
mengalami peningkatan khususnya
anggaran jalan-jalan luar daerah.
“DPRD tidak mau toleransi
dengan anggaran perjalanan luar

daerah. Semua komisi sudah
komitmen, menganut asas
proporsional dalam meloloskan
perjalanan dinas luar daerah.
Jika tidak terlalu penting dan
asas manfaatnya rendah bagi
daerah, kita alihkan perjalanan
dinas tersebut,”’kata Budi
kepada koran ini.

Perjalanan dinas luar daerah harus
dikurangi, karena hal itu bukan
merupakan sebuah penentu
keberhasilan pembangunan. Bukan
juga sebuah kemutlakan. Olehnya
itu, DPRD tidak ingin melihat ada
SKPD yang memaksakan perjalanan
dinas luar daerah untuk disetujui.
Kalau ada SKPD berulah demikian,
lembaganya akan melaporkan
pimpinan dan jajaran SKPD kepada
bupati. “Perjalanan dinas luar
daerah, justru berimbas pada trust
(kepercayaan) kita di masyarakat.
Boleh saja kalau perjalanan dinasnya
memberi manfaat bagi daerah, tapi
kalau hanya pergi melancong, ini
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kan jadi masalah. Merujuk
pada asas proporsional itulah,
kami di DPRD sepakat
memperketat meloloskan
anggaran perjalanan dinas luar
daerah. Kalau memang
penting itu perjalanan, maka
kami akan setujui. Sebaliknya,

+ kalau tidak penting, lebih baik
kita alihkan anggarannya.

+ Contohnya studi banding di
Bappeda Sigi tahun 2012
mendatang, terpaksa kita
alihkan pada kegiatan
lainnya, "terang politisi Partai
Golkar ini.

DPRD Sigi ingin memberi
contoh yang bijak. Keputusan
lembaga itu menekan per-
jalanan dinas luar daerah, juga
dimulai dari lingkungannya
sendiri. Pada tahun anggaran
2012, Budi mengakui me-
ngurangi perjalanan dinasnya
selaku ketua DPRD. Dari
sebelumnya 34 kali, kini

menjadi 20 kali. Ia justru lebih
memperbanyak kunjungan
dalam daerah, yang ber-

" komunikasi langsungdengan

masyarakat Sigi yang tersebar
di 15 kecamatan.

Karena menurut dia,
kunjungan dalam daerah dapat
memberi dampak yang
signifikan terhadap pem-
bangunan daerah.

Apa kebutuhan dan
keluhan masyarakat terkait
pelayanan pemerintah dae-
rah, akan didengarkan lang-
sung dan segera dipikirkan
juga solusinya.

“Tiga komisi di DPRD, saya
harap melakukan hal yang
sama. Menekan anggaran
perjalanan dinas luar daerah.
Jangan sampai anggaran 2012
mendatang, justru terjadi
pembengkakan pada per-
jalanan dinas luar daerah. Ini
sangat tidak bagus kesan-
nya,’tandas Budi.

Dicoretnya dua kegiatan
perjalanan dinas (studi band-

ing) di Bappeda Sigi, dapat
menjadi contoh bagi SKPD
lainnya. Sehingga ketika ada
tindakan yang sama, di-
harapkan jangan ada keluhan
atau protes.

DPRD memastikan diri
akan objektif dalam melo-
loskan anggaran perjalanan
dinas luar daerah. Jika SKPD
bersangkutan mampu mema-
parkan manfaat dan target dari
kegiatan luar daerahnya,
DPRD akan mempertim-
bangkannya. Begitu juga
sebaliknya, usulan yang tidak
jelas manfaat dan sasarannya

“bagi perkembangan pem-

bangunan daerah, sudah jelas
akan dihapus.

“Kita tidak akan menyetujui
kegiatan yang hanya membuat
anggaran daerah mubazir.
Setelah disetujui anggarannya,
ternyata kegiatan itu sama sakali
kurang memberi pengaruh
signifikan bagi roda pem-
bangunan daerah,”demikian
Budi Luhur. (fri)




